Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR ¢ TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf [
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Pendidikan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
L telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59}; '

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

51035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan

BUPATI GUNUNGKIDUL




MEMUTUSKAN :

Meneta‘pkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

! Pasal 1

Dalam ;Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Peinyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen
sis:tem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur,
jeﬁjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai
urﬂsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang
pefiuli pendidikan pada suatu satuan pendidikan.

Pe:ndidik adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai guru, konselor,
tutor, dan guru pembimbing khusus yang sesuai kekhususannya
be{"partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pehdidik Titipan adalah pendidik yang ditempatkan di daerah secara
sementara karena alasan mengikuti suami/isteri.

Te?naga Kependidikan adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai tenaga
administrasi, tenaga laboran, tenaga teknisi, tenaga instruktur olah raga,
tenaga pemeliharaan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga
perpustakaan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

Pengelola Satuan Pendidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala
sel;iolah, wali kelas, ketua program studi, kepala perpustakaan, kepala
laboratorium, dan teknisi pada satuan pendidikan menengah, pendidikan
khusus dan pendidikan layanan khusus.

Kolmpetensi Pendidik adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan
perilaku yang harus dijunjung tinggi dihayati dan dikuasai oleh guru atau
doéen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan
pe:ndidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru sebagai tenaga pendidik yang professional.

Pe:ngawas Satuan Pendidikan adalah pegawai yang diangkat dalam
jal!)atan pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran,
pelngawas kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling,
atallu pengawas sekolah luar biasa.

Dunia Usaha/Industri adalah badan usaha milik negara, badan usaha
milik swasta daerah, nasional dan asing serta badan usaha lainnya yang
beroperasi di daerah.

Pe:ndidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
be:rjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.

Pefndidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal
ya:ng dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pe:ndidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upana pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam} tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan
formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang
diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu
kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk
Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain
yang sederajat.

Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di
daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan

tidak mampu dari segi ekonomi.

I
i
I
1



19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.
28.
20.
30.

Kuirikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
peédoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan.

KL;u‘ikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional
ya!ng disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing tingkat satuan
pe!ndidikan.

Kulrikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan
ke‘unggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat di daerah.

Pelndidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang
dis!elenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan
diI!Jerkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
Sairana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi
sekolah/madrasah.

Evaluasi Komprehensif adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
pefnetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan
paida setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan
sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan

pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:

a.

ménjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi,
merata, dan terjangkau;

menjamin fasilitasi partisipasi pendidikan yang dilakukan oleh
maisyarakat;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan

minimal bidang pendidikan;



d. mfl:mfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada
kelbijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan,
dan standar nasional pendidikan;

e. memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan untuk mencapai
standar nasional pendidikan;

f.  memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan
lokal;

g. menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
dal?n

h. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan

nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II
KEWENANGAN

+
% Pasal 3
I
(1) Bupati berwenang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan; dan
b. pembinaan, pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan

pendidikan.

Pasal 4

Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
merupakan penjabaran kebijakan pendidikan nasional dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan
dalam: !

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. Renc!:ana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Rencana Strategis Pendidikan Daerah; dan/atau

€. Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Dinas.
i



Pasal 6

Kebijak'an pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.

o

= SR S < N

e

[ B
]

peiaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;

pelaksanaan kurikulum;

ku:!rikulum pendidikan muatan lokal;

prc:)fesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;

pe:mindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
pendistribusian dan penempatan pendidik;

pe!nyediaan sarana dan prasarana belajar;

pe:nyediaan dan distribusi biaya pendidikan;

paf;rtisipasi masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang
ha}us dicapai oleh daerah;

pemerataan pendidikan di daerah;

pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;

pe:rnbinaan dan fasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

pemberian izin penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non
for{‘mal, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh
pe:‘merintah daerah dan masyarakat;

pel'ndirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan formal; dan
mc—i:ngembangkan sistem informasi pendidikan di daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas dapat:

a. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis; dan/atau

b. melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak lain.

(1)

BAB III
PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
i Umum
: Pasal 8
Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan Pendidikan

F‘o;rmal program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.



(2) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang:
a.i‘ PAUD; dan
b. Pendidikan Dasar.

Pasal 9

i
l
(1) Pényelenggaraan pendidikan formal bertujuan untuk membentuk peserta
dillik menjadi insan yang berkarakter.
(2) Insan yang berkarakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) meliputi:
a.' beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
¢. berilmu, cakap, kritis, kreatif, terampil dan inovatif;
d.. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

e. ‘ toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

| Pasal 10
Penyelenggaraan Pendidikan Formal dilaksanakan melalui tahapan:
a. peirencanaan;
b. pellaksanaan; dan

c. pe;ngawasan.
|
i

(1) Pehyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 11

dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
(2) Pejrencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pendirian/penggabungan/penutupan;

b. kurikulum; dan

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Bagian Kedua
PAUD

Pasal 12
(1) Pellaksanaan PAUD yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal
meliputi: '
a. | TK; atau
b. 'RA.



(2) TK, atau RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program

pe‘mbelajaran 1 {satu) atau 2 (dua) tahun.

Pasal 13
I
Pengavﬁasan PAUD di bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional
Pengawas PAUD.

' Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Pasal 14

Pelaksallﬁaan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan
Formal|meliputi:

a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan

b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 15

Pengawlasan pendidikan dasar di bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga

fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah.

BAB IV
PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 16

(1} Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan pendidikan
nonformal di Daerah.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. : satuan Pendidikan Nonformal; dan

b. i program Pendidikan Nonformal.
|
|

Pasal 17

(1) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) huruf a berbentuk :
a. | kelompok bermain;
b.| taman penitipan anak;
c. | satuan PAUD sejenis/SPS;



(2)

(3)

i

1
{
i
i

pusat kegiatan belajar masyarakat;
lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
sanggar kegiatan belajar;

pondok pesantren;

majelis taklim; dan

satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

|

ayat (2) huruf b meliputi :

g P

o o

5@ o0

Pendidikan Anak Usia Dini;
pendidikan kecakapan hidup;
pendidikan kepemudaan;

pendidikan pemberdayaan perempuan;
pendidikan keaksaraan;

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

. pendidikan kesetaraan; dan

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan

peserta didik.

Sa:tuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satuan yang telah terdaftar di Perangkat Daerah yang

bertugas di bidang pendidikan.

I
{
i
{
i

Pasal 18

Pengawasan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh tenaga fungsional Penilik.

BAB YV
PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 19

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan.

(1)

Pasal 20

Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan dalam bentuk kegiatan

pembelajaran secara mandiri.
]



(2) Pe:nyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi program pendidikan yang dilakukan melalui:

a.! media massa,

b.| sekolah rumah;

c. | kegiatan sosial dan budaya; dan/atau
d.| interaksi dengan alam.

BAB VI
INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

|
|
|
|
!
|
| Bagian Kesatu
Umum
!

| Pasal 21

Penyelenggaraan pendidikan paling sedikit terintegrasi dengan:
|

a.
b.

c.

penguatan pendidikan karakter;
literasi; dan

uniggulan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 22

Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf

a dilaksanakan pada satuan pendidikan:

a.
b.

C.

(1)

(2)

formal,
nonformal; dan

informal.

Pasal 23

Pell‘lguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dilakukan

seciara terintegrasi dalam kegiatan:

{
a.' intrakurikuler;

b.| kokurikuler; dan
c. | ekstrakurikuler.
Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|



(1)

(1)

(2)

Pasal 24

Penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Nonformal
dilaksanakan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 ayat (1).

Keétentuan lebih lanjut mengenai penguatan pendidikan karakter pada

|
satuan Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

|
| Pasal 25

Penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Informal
dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di
keluarga dan lingkungan.

Penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Informal
se}aégaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan

belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga

]
i
|
' Literasi

Pasal 26

Literasi bertujuan untuk:

a.

mf:nurnbuhkembangkan budaya Literasi pada keluarga, sekolah, dan
m(l:lsyarakat;
menumbuhkan budi pekerti; dan

menghasilkan suatu karya.

Pasal 27

Strategi Literasi yang dilaksanakan pada satuan Pendidikan Formal
bérupa gerakan Literasi sekolah.

Strategi Literasi yang dilaksanakan pada satuan Pendidikan Nonformal
berupa gerakan Literasi satuan Pendidikan Nonformal.

Strategi Literasi yang dilaksanakan pada satuan Pendidikan Informal

berupa gerakan Literasi keluarga dan masyarakat.
|



| Bagian Keempat
} Unggulan Satuan Pendidikan
i

Pasal 28

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki Program Unggulan.
(2) Prc:agram Unggulan ditentukan berdasarkan identifikasi potensi:
a.: Peserta didik;
b. - Pendidik;
C. | sarana dan prasarana,;
d. i kebutuhan masyarakat.
(3) Se{iap satuan pendidikan yang tidak memiliki Program Unggulan
diklenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

i
] BAB VII
' STANDAR PELAYANAN MINIMAL

| Pasal 29

(1) Dil!‘l.aS menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilielkukan untuk memenuhi:
a. !Jenis Pelayanan Dasar; dan
b. iMutu Pelayanan Dasar, ‘

(3) KeLentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal

sel!oagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
I

Pasal 30

Jenis P;elayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a
terdiri atas:

a. PAUD;

b. Penglidikan dasar; dan

c. Pendidikan kesetaraan.
Pasal 31

Mutu Helayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b
mclipufi:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. stan‘dar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

C. tatajcara pemenuhan standar.



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

I BAB VIII
KURIKULUM MUATAN LOKAL

. Pasal 32

Bupati menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan.
Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi Daerah.

Kui‘rikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
be?pedoman pada standar nasional pendidikan.

Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atc?its muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal
di IDaerah

Kur1kulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

Se;tiap satuan pendidikan melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum

le,latan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
Pengembangan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk:
| mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas dan
‘i potensi Daerah;
b.|

c.: membentuk sikap dan perilaku; dan/atau

memberikan bekal pengetahuan keterampilan;

d. memberikan wawasan yang luas dan mantap tentang keadaan

lingkungan dan kebutuhan Masyarakat.

BAB IX
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 34

Dinas menyelenggarakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
Mzi;lsyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan
nolnformal berbasis keunggulan lokal.

|

.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

! Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang memiliki
program unggulan lokal.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.| sarana dan prasarana; dan/atau

I
|
b. ! " biaya kegiatan.

|
J

! BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Umum
! Pasal 36

Pejndidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan
pe:laksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Ddlam  pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaiamana
dimaksud pada ayat (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapatkan
pe:lindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

be?rlaku.

Pasal 37

Dinas menyusun perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga
Kepfendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
Penlrlerintah Daerah.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
ditetapkan oleh Pemerintah,

Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup jumlah, kompetensi dan kualifikasi akademik.
Khusus pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Bagian Kedua
Pendidik

Pasal 38

Pendidik merupakan tenaga profesional pada satuan pendidikan dengan
tuéas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Peindidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  Gury;
b. Pendidik PAUD;
C. | Konselor;
d.; Pamong belajar;
e. . Tutor;
f. i Instruktur; dan
g. I Fasilitator,
Pcfndidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, atau
sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| .

! Pasal 39
Di!nas melakukan pemetaan Pendidik secara proporsional pada satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
Dihas dapat mengusulkan alih fungsi Pendidik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dilnas dapat menetapkan Pendidik yang bekerja pada lintas satuan
pendidikan dalam satu daerah.
Pendistribusian secara proporsional, dan alih fungsi Pendidik,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam
rahgka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan
mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
Pe?netapan Pendidik yang bekerja pada lintas satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka
pembinaan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Alih fungsi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
deﬁngan keputusan Bupati.

|

|



Pasal 40

!
(1) Perlldidik wajib menjadi anggota organisasi profesi dalam rangka untuk

mémajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan
kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian
kefnada masyarakat.

(2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pembinaan dan
pez!lgembangan profesi.

Bagian Ketiga
| Tenaga Kependidikan

! Pasal 41

(1) ’I‘ex;llaga Kependidikan merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan
pada jalur formal dan nonformal yvang diselenggarakan Pemerintah
Daerah.

(2) Tenaga Kependidikan jalur formal dan nonformal sebagaimana dimaksud
pa:da ayat (1) terdiri atas:
a.’ Kepala satuan pendidikan;
b.

c.

Pengelola Satuan Pendidikan; dan

Tenaga kependidikan lainnya.

BAB XI
AKSES, SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Akses

|
|
[
|
|
|
[

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan untuk

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi sétiap warga negara,

| Pasal 43

Setiap , penyelenggara pendidikan menjamin akses bagi peserta didik

penyandang disabilitas.



(1)

(2)

: Bagian Kedua
|

Sarana dan Prasarana
f Pasal 44

Sa:tuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi
ke{aerluan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
baigi penyandang disabilitas.

Dilllas melakukan evaluasi atas program pengelolaan sarana dan

présarana pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.

. BAB XII
. PARTISIPASI MASYARAKAT
! Bagian Kesatu

! Pasal 45 .

Umum

Masyar:akat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui

dewan , pendidikan, komite sekolah/madrasah, dan berbagai komponen

masyar!akat lainnya.

(2)

L,
| Bagian Kedua
Komponen Peran Serta Masyarakat

|
! Pasal 46

Masyarakat secara perseorangan, kelompok, dan organisasi dapat
berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang
berlaku.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berperan serta dalam bentuk:

a. penyelenggara satuan pendidikan;

b. penyedia sumber daya pendidikan;

c. penggunaan hasil pendidikan;

d.: pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang
berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada

umumnya; dan/atau

i
;



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

e. , pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan
| penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi
memperbaiki akses, mutu, relevansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pendidikan.

Pexs'an serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah
da;pat disalurkan melalui:

a. | dewan pendidikan daerah;
b

., komite sekolah; dan/atau
c. | organisasi representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
I .

Pasal 47

Bu!pati mendorong dan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia
industri untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan program wajib
belajar 9 (sembilan) tahun.

Dunia usaha dan dunia industri yang berada di Daerah dapat membantu
pe!nyelenggaraan pendidikan.

Bantuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)! dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 48

1
|

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi
pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan subsistem dari sistem informasi bendidikan nasional.
Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses
sulmber pembelajaran kepada satuan .pendidikan pada semua jenjang,
jerilis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

il ' Pasal 49
Dinas menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis

dalta pendidikan di daerah.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(1)

Dalam menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis
da:ta memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pendidikan di daerah
de;ngan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bafsis data pendidikan di daerah dapat diakses oleh masyarakat sesuai

de'ngan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

|

|

» BAB XIV

! PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan
Pasal 50

Pendanaan pendidikan bersumber dari :
a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c.. bantuan yang tidak mengikat; dan

d.:

Pendanaan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

sumber lain yang sah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dianggarkan setiap tahun.

{
\

i Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 51

Delma pendidikan di daerah digunakan untuk biaya investasi, biaya
operasi, biaya personal peserta didik, biaya pendukung pendidikan
lainnya oleh satuan pendidikan dan penyelenggaraan, dan pendanaan
dewan pendidikan daerah.

Keftentuan teknis penggunaaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
|

Pasal 52

Ur;tuk menurnjang program wajib belajar pemerintah daerah menyediakan
ba:ntuan pendidikan dan/atau beasiswa kepada peserta didik selama
mengikuti pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daferah.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik untuk memenuhi
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
Beasiswa pendidikan diberikan kepada peserta didik miskin dan peserta
didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta peserta
didik peraih medali pada Ilomba 'tingkat daerah, nasional, dan
intlernasional.
Kei:entuan mengenai tata cara pemberian bantuan pendidikan dan/atau
beésiswa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV
PENGHARGAAN

i Pasal 53

Pe!merintah Daerah dapat memberikan penghargaan pendidikan kepada
pihak yang mempunyai prestasi atau jasa dalam memajukan pendidikan
di :Daerah.

Pel‘nghargaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam kategori:

a. Satuan pendidikan berprestasi;

b. Pengelola sekolah berprestasi;

c.. Pendidik berprestasi;

d. Pendidik berdedikasi;

e., Pendidik yang gugur dalam melaksanakan tugas;

f. | Tenaga kependidikan berprestasi;

g. Tenaga kependidikan berdedikasi,

h. Tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas;
dan/atau

i.  Siswa berprestasi.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dil:)erikan kepada dunia usaha, dunia industri, organisasi
kemasyarakatan dan perorangan yang peduli atau berkontribusi kepada
kemajuan pendidikan di Daerah. '

Tdta cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Blglpati.



(1)

(2)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XVI
DEWAN PENDIDIKAN

|
|
[ Pasal 54

Pe:fnerintah Daerah membentuk Dewan Pendidikan Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anégdta Dewan Pendidikan Daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari
pakar Pendidikan, penyelenggara Pendidikan, pengusaha, organisasi
prc;fesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya,
perlldidika_n berbasis keunggulan lokal, dan organisasi sosial
kezlnasyarakatan.

Anlggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah gasal dan paling banyak
berjumlah 11 (sebelas) orang.

Pemilihan keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah dilakukan melalui
seleksi oleh suatu tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Keianggotaan Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah dalam satu periode
selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode
beirikutnya.

Anggota Dewan Pendidikan Daerah yang diangkat kembali untuk periode

kedua mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

! Pasal 55
I

Dewan Pendidikan Daerah berfungsi meningkatkan mutu pelayanan
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan
tenaga, sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan pendidikan.
Dewan Pendidikan Daerah menjalankan fungsinya secara mandiri dan
pri'ofesional.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Dewan
P(!endidikan Daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan
memberikan rekomendasi kepada Bupati perihal keluhan, saran, kritik,
dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Pélaksanaan tugas Dewan Pendidikan Daerah disampaikan kepada
rn:asyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau

bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban.



(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:

a. , Pemerintah,;
b.

, pemerintah daerah;
c. masyarakat; dan/atau

sumber lain yang sah.

|
|
' BAB XVII
1 KOMITE SEKOLAH
|

Pasal 56

Koi‘nite Sekolah dibentuk secara akuntabel dan demokratis melalui rapat
orangtua/wali siswa.

Kommite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan
pendidikan. |

Dallam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Ko;mite Sekolah bertugas untuk:

a. . memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
i kebijakan pendidikan terkait:
I 1} kebijakan dan program Sekolah;
| 2} Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana
Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);

3) kriteria kinerja Sekolah;

4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan

5) kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain;

b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari
masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri
maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan
inovatif;

c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta
didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite

i Sekolah atas kinerja Sekolah.
Ketentuan mengenai Komite Sekolah diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

BAB XVIII
i PENGAWASAN
I Bagian Késatu

! Umum
| Pasal 57

Peﬁgawasan atas penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah
daérah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah pada jenjang dan
jenlis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing,.
Perflgawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional
Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas PAUD, Pengawas
Sekolah, dan Penilik. "
Pel;aksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)!sesuai dengan ketentuan peraturgn perundang-undangan.

Bagian Kedua

! Pengawasan oleh Pemerintah Daerah
! Pasal 58

Pel‘merintah daerah melaksanakan péngawasan terhadap penyelenggaraan
pendidikan pada satuan pendidikan dasar.

Pemerintah daerah mengoordinasikan pengawasan ternadap
pel:nyelenggaraan pendidikan yang rnt'?njadi kewenangan daerah.
Pemerintah daerah menindaklanju}i pengaduan masyarakat tentang
penyimpangan di bidang pendidike{g berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Bagian Ketiga

\ Pengawas Sekolah Dan Penilik

. Pasal 59

|
Tanggung jawab Pengawas Sekolah meliputi:
a. pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai
dengan penugasannya pada T’a:llman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, ru!nhpun mata pelajaran/mata pelajaran

i

dan bimbingan konseling;



pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan; dan
peningkatan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan

pendidikan.

(2) Wewenang Pengawas Sekolah meliputi :

a.

b. |

memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang
optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan kode etik profesi; dan

menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan

pembinaan,

(3) Wewenang Penilik meliputi melaksanakan pengendalian mutu dan

evaluasi dampak progi‘am PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan, serta

kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

(4) Tanggung jawab Penilik meliputi:

perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI;

pelaksanaan pemantauan program;

pelaksanaan penilaian program; -

pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga
kependidikan satuan pendidikan;

penyusunan laporan hasil pengendalian mutu; dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan program pendidikan

nonformal.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

E
|

}

T



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerahi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

l Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal %0 SRReSNYRYT 220

/ﬁUPATI GUNUNGKIDUL, i

LY
-

————

74 —y

WA BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Scekember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATHEN GUNUNGKIDUL,

I
DRAJAD RUSWANDONO
|

LEMBA;RAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR &

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
[STIMEWA YOGYAKARTA: &,%% [ 2510




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR { TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

UMl’JM

| Dalam Pasal 29 ayat (2) huruf { Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010, Bupati berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk
peréf;uran daerah di bidang pendidikan. Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pen:didikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen suatu pendidikan
pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, jenis pendidikan
agaf proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional hal tersebut sebagai upaya untuk mencerdaskan
keh:idupan bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya untuk
merl'lcapai tujuan tersebut adalah dengan mengemas sedemikian rupa
sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan, meningat
penididikan merupakan salah satu tujuan negara yang merupakan prioritas
utarlna adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan
kua]itas sumber daya manusia guna mengadaptasi situasi dan kondisi
yang selalu mengalami perubahan secara dinamis. Pentingnya pendidikan
sebagai prioritas dalam pembangunan mewajibkan setiap pihak untuk
melaksanakan pendidikan. Selain - penyelenggaraan pendidikan, yang
paling utama adalah pengelolaan pendidikan itu sendiri. Dengan adanya
penlgelolaan diharapkan peningkatan pendidikan dapat lebih lengkap dan
bek!crlanjutan. Hal ini perlu diejawantahkan dalam bentuk peraturan
daerah sebagai upaya untuk melengkapi dan meningkatkan pendidikan

melalui penyelenggaraannya sebagaimana mestinya.

N —




II. PASAL DEMI PASAL

Pase:tl 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
hluruf a
i Cukup jelas.
huruf b
| Cukup jelas.
huruf c
w Cukup jelas.
huruf d
| Cukup jelas.
hurufe
! Cukup jelas.
huruf
Yang dimaksud dengan “perencanaan bidang pendidikan lainnya”

antara lain Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pendidikan.
Pasal 6
Cukup jelas.
Paslal 7
huruf a
Cukup jelas.
huruf b

- Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain BUMN, BUMD,
Swasta dan/atau Perorangan.

Paslal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pas!al 10
Ci)ukup jelas.
Pas;al 11
Cukup jelas
Pasal 12

Ciukup jelas.

T



Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Clikup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasllal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
| huruf a
' Yang dimaksud dengan “kelompok bermain” adalah salah satu

bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan ~ program pendidikan bagi anak usia 2

(dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3

(tiga) dan 4 (empat) tahun.

| huruf b
Yang dimaksud dengan “taman penitipan anak” adalah salah
satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir
sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir
sampai denganusia 4 (empat) tahun.

huruf c
Yang dimaksud dengan “satuan PAUD sejenis/SPS” adalah

salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak
lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau
terintegrasi dengan berbagai "layanan kesehatan, gizi,
keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan belajar masyarakat”

adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk

masyarakat.



* hurufe

Yang dimaksud dengan “lembaga kursus dan pelatihan”
adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja,

usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang

yang lebih tinggi.

huruf f

Yang dimaksud dengan “sanggar kegiatan belajar” adalah unit
pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan
pada Kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non

formal sejenis.

huruf g

Yang dimaksud dengan “pondok pesantren” adalah lembaga
yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan,
yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat
yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran
Islam rahmatanlil'alamin yang tercermin dari sikap rendah
hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa
Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,
keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

" hurufh

Yang dimaksud dengan “majelis taklim” adalah satuan
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan
keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik

serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

v



Ayat (2)

. huruf i

Yang dimaksud dengan “éatuan Pendidikan Nonformal sejenis”
terdiri atas rumah pintér, balai belajar bersama, lembaga
bimbingan belajar, serta,bentuk . lain yang berkembang di
masyarakat dan ditetapke}m oleh Direktur Jenderal Pendidikan

Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

| huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pendidikan Anak Usia Dini”
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih

lanjut.

huruf b

Yang dimaksud dengan “program Pendidikan Anak Usia Dini
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih

lanjut;

huruf ¢ ,

Yang dimaksud dengan .“prograrr'l pendidikan kecakapan
hidup” adalah program pendidikan non formal yang
memberikan kecakapan” personal, kecakapan sosial,
kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk

bekerja atau usaha mandiri;

huruf d

Yang dimaksud dengan “program pendidikan kepemudaan
adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan
untuk mempersiapkan - kader pemimpin bangsa, seperti
organisasi pemuda, peéndidikan kepanduan/kepramukaan,
keolahragaan, palang .merah, 'pelatihan, kepemimpinan,

pecinta alam, serta kewirausahaan.



huruf e

Yang dimaksud dengan “program pendidikan pemberdayaan
perempuan” adalah program pendidikan nonformal yang
diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan

ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat

dan martabat perempuan.

huruf {

Yang dimaksud dengan “program pendidikan keaksaraaan”
adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan
bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan
kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung
agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis

dalam bahasa Indonesia.-

huruf g

Yang dimaksud dengan “program pendidikan ketrampilan
kerja” adalah program pendidikan nonformal yang
diselenggarakan bagi masyarakat yang memeriukan bekal
pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap
untuk mengembangkan diri, ' mengembangkan profesi,
bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan

kebutuhan dunia kerja.

huruf h

Yang dimaksud “program pendidikan kesetaraan” adalah
program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
yang mencakup programf; paket A, paket B, dan paket C.

hurufi

Cukup jelas.

PaJsal 18
Cukup jelas

Pa!sal

19

ICukup jelas

Pasal

20
Cukup jelas.

c e P e e T
i



Pasal 21
Clillkup jelas.
Pasal 22
CI!.lkup jelas.
Pasal 23
A}frat (1)
i huruf a
: Yang dimaksud dengan “intrakurikuler” adalah penguatan
! nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi
pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan
| kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
I huruf b
| Yang dimaksud dengan “kokurikuler” adalah penguatan nilai-
‘: nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau
! pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
.: huruf ¢
E Yang dimaksud dengan- “ekstrakurikuler” adalah penguatan
' nilai-nilai karakter dalam- rangka perluasan potensi, bakat,
minat, kemampuan, kepribadian, Kerja sama, dan kemandirian
| peserta didik secara optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
:Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pal:sal 30
{Cukup jelas.
Pasal 31

|Cukup jelas.
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Pasal 32
Cukup jelas.
Pasall 33
Cu'kup jelas.
Pasall 34
Cukup jelas.
Pasail 35
Cljlkup jelas.
Pasr—jﬂ 36
Cl!Jkup jelas.
Paseltl 37
C1|1kup jelas.
Pasal 38
C1[1kup jelas.
Pasal 39
Cli.lkup jelas.
Pashl 40
Cfukup jelas.
Paslal 41
C!llkup jelas.
Pasal 42
Clukup jelas.
Pasal 43
Clukup jelas.
Pasal 44
dukup jelas.
Pa?lal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
(:Iukup jelas.
Pasal 48
C<|ukup jelas.
Palsal 49
Cukup jelas.
Psiisal 50
Cukup jelas.
Palsal 51
Cukup jelas.
Pasal 52

|| Cukup jelas.



Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
C:ukup jelas.
Pasal 55
C:ukup jelas.
Pasal 56
dukup jelas.
Pa:sal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
(:Dukup jelas.
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